















































	 Abstract:	 Tujuan	 Penelitian	 menganalisis	 profesionalisme	 Polri	 sebagai	
penyidik	 dalam	 penegakan	 hukum	 di	 Sulawesi	 Selatan.	 Metode	 peneltian	
adalah	 penelitian	 normatif	 dan	 penelitian	 empirik.	 Hasil	 penelitian	 ini	
menunjukkan	bahwa	profesionalisme	POLRI	dalam	penegakan	hukum	proses	
penyidikan	 tindak	 pidana	 di	wilayah	 hukum	POLDA	 Sulawesi	 Selatan	masih	
kurang	 optimal.	 Dan	 faktor-faktor	 yang	 mempengaruhi	 profesionalisme	
POLRI	dalam	penegakan	hukum	penyidikan	tindak	pidana	di	wilayah	hukum	
POLDA	 Sulawesi	 Selatan	 antara	 lain	 faktor	 normatif	 yaitu	 perundang-
undangan	yang	berhak	itu	penyidik	tidak	sinkron.	Faktor	empiris	yaitu	masih	
lemahnya	sikap	kesadaran	hukum/budaya	hukum	yang	dimiliki	oleh	penyidik,	
sarana	 atau	 fasilitas	 yang	 diterapkan	 untuk	 mendukung	 eksistensi	 Polri	
kurang.	 Sedangkan	 upaya-upaya	 yang	 dilakukan	 untuk	 meningkatkan	
kemampuan	dan	profesionalisme	POLRI	dalam	penegakan	hukum	penyidikan	
tindak	 pidana	 di	 wilayah	 hukum	 POLDA	 Sulawesi	 Selatan	 antara	 lain	








Regional	 Police	 is	 still	 not	 optimal.	 And	 the	 factors	 that	 affect	 the	
professionalism	of	the	POLRI	in	law	enforcement	of	criminal	investigations	in	
the	 jurisdiction	 of	 the	 South	 Sulawesi	 POLDA	 include	 normative	 factors,	
namely	the	laws	that	have	the	right	to	investigators	are	out	of	sync.	Empirical	
factors,	 namely	 the	 lack	 of	 legal	 awareness	 /	 legal	 culture	 owned	 by	
investigators,	the	facilities	or	facilities	applied	to	support	the	existence	of	the	
National	Police	are	lacking.	Meanwhile,	efforts	are	being	made	to	improve	the	
capability	 and	 professionalism	 of	 the	 Indonesian	 National	 Police	 in	 law	
enforcement	of	criminal	investigations	in	the	jurisdiction	of	the	South	Sulawesi	












sebagai	 bentuk	 protes	 atas	 kondisi	 yang	 ada,	 sejumlah	 kelompok	 masyarakat	
kemudian	 melakukan	 tindakan	 main	 hakim	 sendiri,	 sebagai	 salah	 satu	 bentuk	
perlindungan	terhadap	dirinya	sendiri,	karena	menganggap	bahwa	hukum	tidak	akan	
memberikan	 keadilan	 yang	mereka	 harapkan	maka	 timbullah	 tindakan	 anarkis	 yang	
dilakukan	 oleh	 sekelompok	 orang	 pada	 penegakan	 hukum	 yang	 ada,	 misalnya	
terbentuknya	Forbes	 di	Kabupaten	Bone	dan	berbagai	 tindakan	 yang	dilakukan	oleh	
FPI	(Front	Pembela	Islam).	Mungkin	pula	hal	ini	muncul	akibat	ketidakpuasan	mereka	
karena	menganggap	 prosedur	 hukum	yang	 ada	 terlalu	 lama,	 bertele-tele,	 dan	 sangat	
subyektif.	Perusakan	terhadap	berbagai	bangunan,	kantor,	kafe	dan	puncaknya	adalah	
pembunuhan	tersangka	pelaku	kejahatan	terjadi	terus-menerus	di	berbagai	wilayah.	
Sejak	 dilahirkannya	 negara	 ini	 pada	 tahun	 1945	 tidak	 dimulai	 dengan	 lembaran	
tatanan	ketertiban	yang	kosong	dan	harus	diisi	oleh	negara	baru	 tersebut.	Sejak	saat	
itu,	 negara	 Republik	 Indonesia	 sudah	 diikat	 oleh	 suatu	 sistem	 ketertiban.	 Rakyat	
dengan	berbagai	komponen	bangsa	sejak	tahun	1999	menggulirkan	tuntutan	reformasi	
total	 di	 semua	aspek	kehidupan	menuju	 tata	 Indonesia	Baru	 (Putra,	 2014).	Berbagai	
langkah	 reformasi	 telah	 dilakukan	 antara	 lain	 di	 bidang	 politik	melalui	 amandemen	
UUD	 1945,	 di	 bidang	 ekonomi	 dengan	menerapkan	 sistem	 yang	 bercirikan	 ekonomi	
kerakyatan,	 di	 bidang	 sosial	 budaya	 untuk	mewujudkan	masyarakat	 madani,	 dan	 di	
bidang	 hukum	 lebih	 mengarahkan	 kepada	 terwujudnya	 supremasi	 hukum,	 yang	
ditopang	 kokohnya	 pilar-pilar	 hukum	 yang	 mencakup	 substansi	 hukum,	 kualitas	
aparat	 penegak	 hukum,	 sarana	 prasarana	 penegakan	 hukum	 yang	 memadai,	 dan	
budaya	hukum	masyarakatnya	(Widodo,	2014).	
Komitmen	 rakyat	 dan	 seluruh	 komponen	 bangsa	 Indonesia	 dalam	 proses	 reformasi	
total,	 telah	 mampu	 mendorong	 reformasi	 Polri	 untuk	 kembali	 kepada	 jati	 dirinya	
sebagai	 salah	 satu	 aparatur	 pemerintah,	 yang	 sekaligus	 pengembang	 fungsi	
pemerintahan	 Negara	 dibidang	 penegakan	 hokum	 yang	 mendiri	 professional	 dan	
memenuhi	 harapan	 masyarakat	 (Satoto,	 2014).	 Dalam	 hal	 terjadinya	 suatu	 tindak	
pidana,	 maka	 lembaga	 kepolisian	 merupakan	 lembaga	 yang	 pertama	 berhadapan	
dengan	 masyarakat,	 dan	 sebagai	 korban,	 saksi	 maupun	 tersangka.	 Oleh	 karenanya	
jelaslah	bahwa	lembaga	kepolisian,		yang	merupakan	salah	satu	symbol	adanya	hokum	
yang	mempunyai	 tugas	utama	untuk	melindungi	keamanan	dalam	negri	dan	menjadi	
penegak	 hokum	 yang	 utama,	 mengalami	 pengabaian	 tidak	 dihormati	 dan	 tidak	
dipercaya	 oleh	 masyarakat,	 namun	 kontribusi	 lembaga	 kepolisian	 	 terhadap	 citra	
semacam	 ini	 tidak	 lebih	 kecil	 daripada	 kontribusi	 penegak	 hukum	 lain	 serta	
masyarakat	 sendiri	 dalam	 menghasilkan	 situasi	 kekisruhan	 hukum	 yang	 telah	 kita	
alami	 sekarang	 (Irawan,	 2021).	 Sangatlah	 mudah	 dalam	 melakukan	 kompilasi	 atas	
laporan	 dalam	media	massa	mengenai	 tindakan	 polisi	 yang	 tidak	 sesuai	 dengan	 apa	
yang	telah	ditentukan	yang	bersifat	actual.	Harus	diakui	bahwa	media	massa	memang	
tidak	terlalu	sering	mengungkapkan	sisi	positif	dari	polisi,	 jasa-jasa	mereka,	sehingga	
akhirnya	 polisi	 menciptakan	 adagium	 bagi	 lembaga	 mereka	 sendiri	 yang	 dipandang	
masyarakat		mempunyai	dosa	tak	berampun,	jasa	tak	terhimpun.	
Kepolisian	merupakan	ujung	tombak	penyelenggara	keamanan	dalam	negeri,	dan	juga	
sebagai	 bagian	 dari	 system	 peradilan	 pidana	memang	 telah	mengalami	masa	 paling	




eksternal,	 tengah	 membebani	 kepolisian	 republic	 Indonesia.	 Masalah	 eksternal	
berkenan	 dengan	 kondisi	 Negara	 yang	 belum	 stabil,	 dan	 sejumlah	masyarakat	 yang	
masih	berada	dalam	dunia	mis	persepsi	akan	makna	demokrasi	 (yang	diterjemahkan	
sebagai	 kebebasan	 sebesar-besarnya	 dan	 Hukum	 sebagai	 suatu	 pranata	 yang	 belum	
difungsikan	 secara	 optimal,	 khususnya	 pada	 tahap	 implementasi	 oleh	 lembaga	
kepolisian	 negara.	 Pada	 gilirannya,	 sebagai	 bentuk	 protes	 atas	 kondisi	 yang	 ada,	
sejumlah	 kelompok	 masyarakat	 kemudian	 melakukan	 tindakan	 main	 hakim	 sendiri,	
sebagai	salah	satu	bentuk	perlindungan	terhadap	dirinya	sendiri,	karena	menganggap	
bahwa	 hukum	 tidak	 akan	 memberikan	 keadilan	 yang	 mereka	 harapkan	 maka	
timbullah	 tindakan	 anarkis	 yang	 dilakukan	 oleh	 sekelompok	 orang	 pada	 penegakan	
hukum	 yang	 ada,	 misalnya	 terbentuknya	 Forbes	 di	 Kabupaten	 Bone	 dan	 berbagai	
tindakan	yang	dilakukan	oleh	FPI	(Front	Pembela	Islam).	Mungkin	pula	hal	ini	muncul	
akibat	 ketidakpuasan	mereka	 karena	menganggap	 prosedur	 hukum	 yang	 ada	 terlalu	
lama,	 bertele-tele,	 dan	 sangat	 subyektif.	 Perusakan	 terhadap	 berbagai	 bangunan,	
kantor,	 kafe	 dan	 puncaknya	 adalah	 pembunuhan	 tersangka	 pelaku	 kejahatan	 terjadi	
terus-menerus	di	berbagai	wilayah.	
Sejak	 dilahirkannya	 negara	 ini	 pada	 tahun	 1945	 tidak	 dimulai	 dengan	 lembaran	
tatanan	ketertiban	yang	kosong	dan	harus	diisi	oleh	negara	baru	 tersebut.	Sejak	saat	
itu,	 negara	 Republik	 Indonesia	 sudah	 diikat	 oleh	 suatu	 sistem	 ketertiban.	 Rakyat	
dengan	berbagai	komponen	bangsa	sejak	tahun	1999	menggulirkan	tuntutan	reformasi	
total	 di	 semua	 aspek	 kehidupan	 menuju	 tata	 Indonesia	 Baru.	 Berbagai	 langkah	
reformasi	telah	dilakukan	antara	lain	di	bidang	politik	melalui	amandemen	UUD	1945,	
di	bidang	ekonomi	dengan	menerapkan	sistem	yang	bercirikan	ekonomi	kerakyatan,	di	
bidang	 sosial	 budaya	 untuk	mewujudkan	masyarakat	madani,	 dan	 di	 bidang	 hukum	
lebih	mengarahkan	 kepada	 terwujudnya	 supremasi	 hukum,	 yang	 ditopang	 kokohnya	
pilar-pilar	hukum	yang	mencakup	 substansi	 hukum,	 kualitas	 aparat	penegak	hukum,	
sarana	 prasarana	 penegakan	 hukum	 yang	 memadai,	 dan	 budaya	 hukum	
masyarakatnya	 (Siregar,	 2016(.	 Komitmen	 rakyat	 dan	 seluruh	 komponen	 bangsa	
Indonesia	 dalam	 proses	 reformasi	 total,	 telah	 mampu	 mendorong	 reformasi	 Polri	
untuk	 kembali	 kepada	 jatidirinya	 sebagai	 salah	 satu	 aparatur	 pemerintah,	 yang	
sekaligus	 pengemban	 fungsi	 pemerintahan	negara	 di	 bidang	penegakan	hukum	yang	
“mandiri,	profesional	dan	memenuhi	harapan	masyarakat”	(Akbal.	2017).		
Hal	 ini	 secara	 tegas	 tertuang	 dalam	 Undang-Undang	 Nomor	 2	 tahun	 2002	 tentang	
Kepolisian	Negara	 Republik	 Indonesia.	 Selanjutnya	 untuk	 dapat	melaksanakan	 tugas	
pokoknya	 di	 bidang	 pemeliharaan	 keamanan	 dan	 ketertiban	masyarakat,	 penegakan	
hukum	 serta	 memberikan	 perlindungan	 pengayoman	 dan	 pelayanan	 kepada	
masyarakat	 (Djanggih	 &	 Ahmad,	 2017),	 Polri	 harus	 segera	 meningkatkan	 sifat-sifat	
militeristik	 menuju	 paradigma	 baru	 sebagai	 Polisi	 Sipil	 (Civilian	 Police).	 Dalam	 hal	
terjadinya	suatu	tindak	pidana,	maka	lembaga	kepolisian	merupakan	lembaga	pertama	
yang	 langsung	 berhadapan	 dengan	 masyarakat,	 baik	 sebagai	 korban,	 saksi	 maupun	




kontribusi	 lembaga	kepolisian	 terhadap	 citra	 semacam	 ini,	 tidak	 lebih	kecil	 daripada	
konstribusi	penegak	hukum	lain	serta	masyarakat	sendiri	dalam	menghasilkan	situasi	
kekisruhan	 hukum	 yang	 tengah	 kita	 alami	 sekarang.	 Sangatlah	 mudah	 untuk	
melakukan	kompilasi	atas	laporan	dalam	media	massa	mengenai	tindakan	polisi	yang	
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tidak	 sesuai	 dengan	 apa	 yang	 telah	 ditentukan,	 yang	 bersifat	 aktual.	 Harus	 diakui	
bahwa	 media	 massa	 memang	 tidak	 terlalu	 sering	 mengungkapkan	 sisi	 positif	 dari	
polisi,	 jasa-jasa	mereka,	 sehingga	akhirnya	polisi	menciptakan	adagium	bagi	 lembaga	
mereka	sendiri	yang	dipandang	masyarakat	mempunyai	dosa	 tak	berampun,	 jasa	 tak	
terhimpun.	
Kepolisian	merupakan	ujung	tombak	penyelenggara	keamanan	dalam	negeri,	dan	juga	
sebagai	 bagian	 dari	 sistem	 peradilan	 pidana	memang	 tengah	mengalami	 masa	 yang	
paling	 sulit	 pada	 saat	 ini.	 Bertumpuk	 persoalan,	 baik	 internal	 maupun	 eksternal,	
tengah	 membebani	 kepolisian	 Republik	 Indonesia.	 Masalah	 eksternal	 berkenaan	
dengan	kondisi	negara	yang	belum	stabil,	dan	sejumlah	masyarakat	yang	masih	berada	




data	 yang	 diperoleh	 sebagai	 hasil	 penelitian	 serta	 menguraikannya	 secara	 jelas	 dan	
tepat	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 peraturan	 perundang-undangan	 yang	 relevan.	
Penelitian	ini	berfokus	pada	profesionalisme	Polri	sebagai	penyidik	tindak	pidana	baik	
sebagai	 individu	maupun	 sebagai	 kelompok	 yang	 disebut	 tindakan	 (action),	 di	mana	
penelitian	 ini	 menggunakan	 pendekatan	 obyektif	 dan	 pendekatan	 subyektif.	
Pendekatan	obyektif	berusaha	menjelaskan	dan	memberi	arti	pola	perilaku	hubungan	
aparat	 Polri	 dalam	 penyidikan	 tindak	 pidana.	 Pendekatan	 subyektif	 berusaha	
menjelaskan	makna	 perilaku	 dengan	menafsirkan	 apa	 yang	 dilakukan	 anggota	 Polri	
sebagai	 individu	 dan	 anggota	 Polri	 sebagai	 suatu	 kesatuan	 dalam	 penyidikan	 tindak	
pidana.	Penggunaan	pendekatan	ini	dimaksudkan	untuk	menganalisis	perilaku	anggota	





























































































1	 2008	 373	 373	
2	 2009	 388		 388	
3	 2010	 481	 481	
4	 2011	 668	 646	
5	 2012	 768	 800	












1.	 Kejahatan	Transnasional	 34	 98	
2.	 Kejahatan	Terhadap	Kekayaan	Negara	 257	 323	
3.	 Tindak	Pidana	Korupsi	 175	 208	



























1	 2008	 13.218	 8.358	
2	 2009	 15.117	 8.990	
3	 2010	 16.111	 9.965	
4	 2011	 16.644	 9.792	
5	 2012	 17.511	 10.334	




No.	 Tahanan	 2012	 2013	
1.	 Laki-laki	 13.602	Orang	 4.436	Orang	
2.	 Perempuan	 494	Orang	 150	Orang	













1.	 LAKI	DEWASA	 3569	 3323	 1,10	 TURUN	
2.	 PEREMPUAN	DEWASA	 109	 97	 1,12	 TURUN	
3.	 ANAK	LAKI	–	LAKI	 12	 18	 0,7	 NAIK	
4.	 ANAK	PEREMPUAN	 0	 0	 0	 -	
JUMLAH		






1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	 MAPOLDA	 33	 35	 42	47	 36	 39	 43	 42	 26	 36	 35	 44	 412		 46		 458	
		 SERSE	UMUM	1	 7	 15	18	 14	 8	 9	 8	 8	 8	 11	 18	 113		 12		 125	
		 SERSE	KHUSUS	3	 2	 2	 -		 2	 2	 7	 8	 2	 2	 2	 3	 33		 2	 35	
		 SERSE	NARKOBA	29	 26	 25	29	 20	 29	 27	 26	 16	 26	 22	 23	 266		 32		 298	
		 DIT	PROPAM		-		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		
		 SAT	BRIMOB	 	-		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		
		 DIT	POLAIR	 	-		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		 -		
2	 RESTBES	MKSR	92	98	109	112	109	69	 89	 158	234	358	325	346	1975		124		 2099	
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3	 RES	PLBUHAN	13	30	14	18	 11	 11	 18	 17	 10	 37	 45	 52	 268		 8	 276	
4	 RESTA	GOWA	31	26	38	26	 27	 29	 14	 12	 18	 44	 56	 78	 395		 4	 399	
5	 RES	MAROS	 60	78	57	47	 37	 34	 1	 2	 		 44	 44	 44	 439		 9	 448	
6	 RES	PANGKEP	28	18	18	6	 26	 6	 		 4	 8	 16	 20	 12	 158		 4	 162	
7	 RES	BARRU	 26	11	27	19	 30	 20	 4	 22	 20	 17	 19	 21	 235		 1	 236	
8	 RES	PARE-PARE	29 22	20	27	 19	 26	 		 4	 18	 32	 34	 34	 229		 36	 265	
9	 RES	SIDRAP	 2	 2	 2	 8	 18	 8	 6		 7		 7		 6	 7	 4	 41		 16	 57	
10	 RES	PINRANG	2	 2	 3	 3	 0	 2	 8	 3	 1	 1	 2	 3	 30		 -		 30	
11	 RES	POLMAN	24	22	22	22	 22	 17	 	17			14			18		21	 23	 13	 179		 7	 186	
12	 RES	MAMASA	10	9	 12	7	 7	 13	 14	 14	 14	 9	 12	 14	 133		 2		 135	
13	 RES	MAJENE	8	 0	 8	 11	 0	 6	 0	 15	 15	 15	 4	 15	 93		 4	 97	
14	 RES	MAMUJU	36	 50	 63	41	 41	 37	 2	 15	 32	 34	 37	 29	 417		 -		 417	
15	 RES	MATRA	 5	 2	 5	 3	 7	 4	 3	 4	 2	 4	 4	 14	 57		 -		 57	
16	 RES	ENREKNG	21	 9	 12	23	 22	 18	 0	 4	 0	 15	 11	 14	 148		 1	 149	
17	 RES	TATOR	 8	 12	 11	7	 4	 9	 4	 7	 8	 24	 24	 16	 133		 1	 134	
18	 RES	WAJO	 4	 4	 2	 7	 6	 6	 3	 8	 4	 6	 6		 	6		 50		 -		 50	
19	 RES	PALOPO	3	 11	 9	 14	 14	 12	 7	 9	 3	 15	 18	 26	 129		 12	 141	
20	 RES	LUWU	 19	 9	 6	 8	 11	 0	 6	 7	 18	 23	 32	 29	 160		 8	 168	
21	 RES	LUTRA	 11	 9	 14	12	 8	 15	 4	 17	 33	 40	 39	 48	 248		 2	 250	
22	 RES	LUTIM	 22	 13	 20	20	 28	 36	 0	 0	 0	 73	 73	 73	 354		 4	 358	
23	 RES	SOPPENG	12	 5	 17	11	 9	 3	 17	 25	 0	 46	 38	 38	 217		 4	 221	
24	 RES	BONE	 44	 30	 31	31	 41	 50	 0	 3	 27	 44	 44	 43	 367		 21	 388	
25	 RES	SINJAI	 38	 23	 27	35	 42	 27	 26	 20	 23	 19	 44	 48	 368		 4	 372	
26	 RES	BULUKUMBA	6	 7	 11	5	 16	 11	 20	 8	 56	 15	 17	 15	 184		 3	 187	
27	 RES	SELAYAR	21	 35	 44	44	 29	 28	 20	 0	 0	 34	 39	 39	 330		 3	 333	
28	 RES	BANTAENG	7	 42	 2	 2	 11	 4	 9	 4	 8	 9	 16	 18	 132		 -		 132	
29	 RES	JENEPONTO	28	 8	 14	15	 13	 11	 0	 0	 0	 27	 27	 27	 164		 6	 170	







1	 2	 3	 4	 LAKI-LAKI	 PEREMPUAN	
1.		 MAPOLDA	 73		 90		 86		 88		 302		 35		 337	
		 SERSE	UMUM	 32		 33		 21		 23		 94		 15		 109	
		 SERSE	KHUSUS	3		 1		 4		 7		 15		 	 15	
		 SERSE	NARKOBA	38		 55		 57		 23		 153		 20		 173	
		 DIT	PROPAM	 	-		 -		 -		 -		 -		 -		 -		
	 SAT	BRIMOB	 	-		 -		 -		 -		 -		 -		 -		
		 DIT	POLAIR	 	-		 -		 -		 -		 -		 -		 -		
2.		 RESTBES	MKSR	 296		387		 271	 303	 1224		 33	 1257	




4.		 RESTA	GOWA	 53		 42		 51	 45	 188		 3	 191	
5.		 RES	MAROS	 37		 42		 46	 37	 158		 4	 162	
6.		 RES	PANGKEP	 9		 22		 21	 8	 58		 2	 60	
7.		 RES	BARRU	 21		 11		 14	 26	 72		 -		 72	
8.		 RES	PARE-PARE	25		 25		 29	 35	 85		 29	 114	
9.		 RES	SIDRAP	 67		 67		 67	 67	 256		 12	 268	
10.		 RES	PINRANG	 15		 15		 15	 15	 60		 -		 60	
11.		 RES	POLMAN	 37		 31		 22	 21	 110		 1		 111	








1	 OKTOBER		483	 323	 1173	 1139	 33	 6	 0	 1	
2	 NOVEMBER		532	 340	 1252	 1203	 36	 3	 0	 3	
3	 DESEMBER		540	 337	 1270	 1227	 40	 3	 0	 9	


















2.	 Faktor-faktor	 yang	 mempengaruhi	 profesionalisme	 POLRI	 dalam	 penegakan	
hukum	 penyidikan	 tindak	 pidana	 di	 wilayah	 hukum	 POLDA	 Sulawesi	 Selatan	
antara	 lain	 factor	 normatif	 yaitu	 perundang-undangan	 yang	 berhak	 itu	 tidak	
sinkron.faktor	empiris	yaitu	masih	lemahnya	sikap	kesadaran	hukum	atau	budaya	
hukum	 yang	 dimiliki	 oleh	 penyidik,	 sarana	 atau	 fasilitas	 yang	 diterapkan	 untuk	
mendukung	eksistensi	POLRI	masih	kurang.	
3.	 Upaya-upaya	 yang	 dilakukan	 untuk	 meningkatkan	 kemampuan	 dan	
profesionalisme	 POLRI	 dalam	 penegakkan	 hukum	 penyidikan	 tindak	 pidana	 di	
wilayah	 hukum	 POLDA	 Sulawesi	 Selatan	 antara	 lain	 peningkatan	 sarana	 dan	
fasilitas	 untuk	mendukung	 eksistensi	 POLRI	 dalam	menjalankan	 tugas.Selain	 itu,	
pengembangan	 mutu	 SDM	 juga	 sangat	 di	 perlukan.	 Pembentukan	 POLRI	 yang	
bermutu	mampu	memenuhi	tuntutan	masyarakat	sebagai	POLRI	yang	professional	
dan	 tampil	 sebagai	sosok	yang	bersih	sebagai	penegak	hukum	sehingga	nantinya	
dicintai	 oleh	 masyarakat,	 maka	 pengembangan	 SDM	 khususnya	 dalam	
menganalisis	 atau	 mengambil	 suatu	 keputusan	 yang	 akurat	 di	 dalam	




1.	 Pihak	 Polri	 dalam	 mengadakan	 restrukturisasi	 peran,	 hendaknya	 tidak	 hanya	
sebatas	 aturan,	 tetapi	 juga	 harus	 lebih	 mengakar	 pada	 setiap	 anggota	 Polri	 di	
seluruh	Indonesia,	khususnya	di	kota	Makassar,	
2.	 Merubah	indikator	negatif	menjadi	indikator	positif	yaitu	:	
a.	 Pihak	 legislatif	menyusun	 suatu	 peraturan	 perundang-undangan	 di	 	 	 	 	 bidang	












d.	 Semua	 pihak	 yang	 berkompeten	 dalam	 proses	 penegakan	 hukum	 untuk	
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